
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

15 Badan Hukum Uji UU Cipta Kerja,  

DPR dan Presiden Beri Keterangan 
 

Jakarta, 9 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Senin 

(19/4), pukul 13.30 WIB yang beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. 

Permohonan yang teregistrasi dengan perkara 107/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh 15 badan 

hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Comitte For 

Social Justice (IHCS). Pada sidang perdana (8/12/20) lalu, Maria Wastu Pinandito selaku kuasa 

hukum Pemohon menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 

22A UUD 1945 karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158, Pasal 

161, Pasal 162, Pasal 164 Tatib DPR 1/2020 dan Pasal 72 UU 12/2011. Selain itu, para 

Pemohon juga menilai UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil  

Lebih lanjut Maria menjelaskan pada sidang perdana (8/12/20) lalu, beberapa ketidakjelasan 

rumusan dalam UU Cipta Kerja yang tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila 

diterapkan. Seperti persoalan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU Cipta Kerja terkait 

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ketidakjelasan rumusan juga terdapat 

dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja dalam 

Pasal 175 poin 6 UU Cipta Kerja karena Pasal 53 ayat (5) yang merujuk ayat (3) tidak 

memberikan kepastian hukum dan kejelasan rumusan. Hal tersebut karena Pasal 53 ayat (3) UU 

Cipta Kerja tidak mengatur tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, melainkan 

mengatur mengenai proses permohonan sistem eletronik. Sehingga, dalam petitumnya, para 

Pemohon meminta pembatalan keseluruhan UU Cipta Kerja. 

Kemudian, pada Senin (19/4) lalu, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan beberapa 

perbaikan yakni menambah rujukan pasal dalam AD-ART terkait dengan kapasitas atau 

kewenangan pengurus/pejabat yang berhak mewakili organisasi dalam proses hukum dan 

menguraikan mengenai pembentukan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan 

tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. (TIR) 
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